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BAB III
TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERATURAN DAERAH
A. Konsep Dasar Peraturan Daerah
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah
Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan
Perundang-undangan.1 Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan
Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.2
Defenisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan
Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan
Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam
ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah
Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi
Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan
penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih
tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang
1 Mahendra Putra Kurnia, dkk. Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif,
yogyakarta: Kreasi Total Media, Op Cit. H. 18
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan
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dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada
diatasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan
Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain.3
Menurut Bagir Manan, kemandirian dalam berotonomi tidak berarti
Daerah dapat membuat Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang
terlepas dari sistem Perundang-undangan secara nasional. Peraturan
Perundang-undangan tingkat Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari
kesatuan sistem Perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak
boleh ada Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau
kepentingan umum.4
Mengenai ruang lingkup dari Peraturan Daerah, dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah
meliputi :5
a. Peraturan Daerah Propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi bersama dengan Gubernur.
b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan daerah
Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan
Desa bersama dengan Kepala Desa.
3 Ibid
4Bagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat
Daerah, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995, h. 8.
5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan Pasal 7 ayat 2
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2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah
Dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah harus sesuai atau
berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas ini disebutkan
dalam Pasal 5 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
TentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo Pasal 137 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dibentuk
berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang
meliputi :6
a. Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan
perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak
dicapai.
b. Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, yaitu setiap jenis
peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat
pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat
dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang
tidak berwenang.
c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar
memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan
Perundang-Undangan.
6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan Pasal 5 dan Penjelasannya Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah Pasal 137.
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d. Asas dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis,
yuridis maupun sosiologis.
e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan
Perundang-Undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan
bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
f. Asas kejelasan rumusan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan
harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan
kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah
dimengerti sehingga tidak menimbulkan bergabai macam interpretasi
dalam pelaksanaannya.
g. Asas keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan
dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian
seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk
memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-
Undangan.
Peraturan Daerah sebagai bagian intergral dari Peraturan Perundang-
Undangan (Hukum tertulis), pada tataran proses pembentukannya tidak
hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud Pasal 136, Pasal
137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal
144, Pasal 145, Pasal 146 dan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
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2004, tetapi juga perlu dicermati nilai-nilai hukum adat didaerah
bersangkutan. Kenyataan itu terakomodasi pada Pasal 5 ayat 1 Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 yang menormatifkan tolak
ukur “kepentingan umum”, meliputi : kepatutan atau kebiasaan yang berlaku
disuatu daerah, seperti norma agama, adat istiadat, budaya dan susila serta
hal-hal yang membebani masyarakat dan menimbulkan biaya ekonomi yang
tinggi. Kemudian dalam dalam penjelasan Pasal 136 ayat 4 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun  2004 Tentang Pemerintah Daerah “bertentangan dengan
kepentingan umum” dinirmatifkan sebagai kebijakan yang berakibat
terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya
kepentingan umum dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta
kebijakan yang bersifat diskriminatif.7
3. Materi Muatan Peraturan Daerah
Materi muatan Peraturan Daerah merupakan materi muatan yang
bersifat atribusi maupun delegasian dari materi muatan peraturan
perundang-undangan diatasnya. Selain itu materi muatan Peraturan Daerah
juga berisi hal-hal yang merupakan kewenangan Daerah menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Materi muatan Peraturan Daerah ini
mengatur dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pelaksanaan
aturan hukum diatasnya dan menampung kondisi khusus daerah yang
bersangkutan.
7Mahendra Putra Kurnia, Op Cit. h. 21
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Selain itu Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang
pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, keseluruhannya atau
sebagian kepada pelanggar. Peraturan Daerah juga dapat memuat ancaman
pidana kurungan.8
Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan penjelasan Pasal 6
disebutkan bahwa:
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi
memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman
masyarakat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan
pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan
martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara
proporsional.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan
8 Harry Alexander. Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia. (Jakarta : PT.
XSYS Solusindo, 2006) h. 26
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sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap
menjaga prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan
musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan
keputusan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi
MuatanPeraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah
merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “Asas Bhinneka Tunggal Ika” adalah bahwa
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan
keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus
daerah seta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
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Huruf g
Yang dimaksud dengan “Asas Keadilan” adalah bahwa setiap Materi
Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan
keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum
dan Pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan
Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat
membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku,
ras, golongan, gender, atau status sosial.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum”
adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui
jaminan kepastian hukum.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan
Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan,
keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat
dan kepentingan bangsa dan negara.
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Asas Lain Sesuai dengan Bidang Hukum
Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan”, antara lain:
a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman
tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak
bersalah;
b. Dalam HukumPerdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara
lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.
4. Proses Pembentukan Peraturan Daerah
Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Perturan
Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik
penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan
penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan
Rencangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, harus berpedoman
kepada Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka tertib administrasi
dan peningkatan kualitas Produk Hukum Daerah, diperlukan suatu proses
atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan
terkoordinasi. Hal ini disebutkan dalam pembentukan Peraturan Daerah
perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan
mengenai materi mutan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah,
pengetahuan tentang bagaimana menuangkan meteri muatan tersebut
kedalam Peraturan Daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang
baik dan mudah difahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan
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tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan
kalimatnya. Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan
produk hukum Daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya.
Proses pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:9
a. Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerahyang merupakan proses
penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan
Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk
penyusunan naskah inisiatif (initiatives draft), naskah akademik
(academic draft) dan naskah rancangan Perda (legal draft).
b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD
c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh
Sekretaris Daerah
Ketiga proses pembentukan Peraturan Daerah tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut:
a. Proses penyiapan Raperda dilingkungan DPRD, berdasarkan
Amandemen I dan II Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (1),
DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan
berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (2), anggota-
anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang.
Begitu pula di tingkat daerah, DPRD memegang kekuasaan membentuk
Peraturan Daerah dan anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda.
Dalam pelaksanaannya Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih
9 Budiman N.P.D. Sinanga, Ilmu Perundang-Undangan, (Yogyakarta: UII Pres. 2005) h.
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lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dikoordinasikan oleh
Sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Setelah itu juga dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat Daerah atau
berada di Biro/Bagian Hukum.
b. Proses penyiapan Raperda di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam
proses penyiapan Peraturan Daerah yang berasal daeri Pemerintah
Daerah bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah.
c. Proses mendapatkan persetujuan DPRD, pembahasan Raperda di DPRD
baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif di DPRD,
dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikot, Pemda
membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah berada di
Biro/Bagian Hukum. Tetapi biasanya pembahasan dilakukan melalui
bebarapa tingkatan pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan ini
dilakukan dalam rapat Paripurna, rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi,
rapat Panitia Khusus dan diputuskan dalam rapat Paripurna. Secara lebih
ditail mengenai pembahasan di DPRD baik atas inisiatif DPRD
ditentukan oleh Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing. Khusu
untuk Raperda atas inisiatif DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk
Sekretaris Daerah atau pejabat unit kerja untuk mengkoordinasikan
rancangan tersebut.
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d. Proses pengesahan dan pengundangan apabila suatu pembicaraan suatu
Raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh
DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam hal ini Biro/Bagian Hukum
untuk mendapatkan pengesahan. Kepala Biro/Bagian Hukum akan
melakukan Autentifikasi. Kepala Daerah mengesahkan dengan
menandatangani Peraturan Daerah tersebut untuk diundangkan oleh
Sekretaris Daerah. Sedangkan Biro/Bagian Hukum bertanggung jawab
dalam penggandaan, distribusi dan dokumentasi Peraturan Daerah
tersebut. Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Peraturan
Daerah, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan
Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan Raperda
yang telah disetujuai oleh DPRD sebelum disampaikan kepada Kepala
Daerah. Jika masih juga terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah
diserahkan kepada Kepala Daerah, Kepala Derah dapat
menyempurnakan teknik penyusunan tersebut dengan persetujuan
Pimpinan DPRD. Setelah Peraturan Daerah diundangkan dan masih
terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan
persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa
merubah substansi Peraturan Daerah melalui Lembaran Daerah.
Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daeah
setempat mengetahuinya.
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5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Penegakan hukum baik sebagai hukum materil maupun hukum formil.
Dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah10 :
1. Faktor hukum. Dalam suatu proses penegakan hukum, faktor hukum
adalah salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum itu
sendiri. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna
hal itu disebabkan karena terjadi masalah atau gangguan yang disebabkan
karena beberapa hal seperti tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-
undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-
undangan, hal yang kedua yaitu belum adanya suatu aturan pelaksanaan
untuk menerapkan Undang-Undang11.
2. Faktor penegak hukum. penegak hukum mempunyai peran yang penting
dalam penegakan hukum itu sendiri, prilaku dan tingkahlaku aparat pun
seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan
bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum
yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada
profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak
hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai
seorang penegak hukum dengan baik12.
3. Faktor sarana atau fasilitas. Dengan dukungan sarana dan fasilits yang
memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana
10 Soerjono Seokanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Perkasa, 2013) h. 5
11 Ibid
12 Ibid
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dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber daya manusia,
organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber dana yang
memadai. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka
penegekan hukum akan berjalan maksimal13.
4. Faktor masyarakat. Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan
untuk masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan
hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya
telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka,
dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan
mereka sesuai dengan aturan yang berlaku14.
5. Faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai
dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang
menjadi patokan nilai yang baik dan buruk. Menurut Purnadi
Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang
berperan dalam hukum yaitu15:
1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
2) Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (keahlakan),
3) Nilai kelanggengan (konservatisme) dan nilai kebaruan (inovetisme).
Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin,
sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan, secara psikis suatu
ketentraman ada bila seorang tidak merasa khawatir dan tidak terjadi konflik
batiniah.Nilai kebendaan dan keakhlakan merupakan pasangan nilai yang bersifat
13 Ibid
14 Ibid
15 Ibid
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universal.Akan tetapi dalam kenyataan karena pengaruh modernisasi kedudukan
nilai kebendaan berada pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keakhlakan
sehingga timbul suatu keadaan yang tidak serasi16. Nilai konservatisme dan nilai
inovatisme senantiasa berperan dalam perkembangan hukum, di satu pihak ada
yang menyatakan hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan
untuk mempertahankan “status quo”. Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang
lain pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana mengadakan
perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara kedua nilai
tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang
semestinya17.
16 Ibid
17 Ibid
